
J. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat U Kendari 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 3602); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia 5954); 

4, Uodang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Un<lang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja [Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan L.embaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan 
penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi 
pemerintah daerah, perlu dilakukan penataan Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan 
Bencana Dacrah Kota Kendari; 

b. bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) 
Peratu ran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
Penyederhanaan StrUktur Organisasi Pada lnstansi 
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi: 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Walikota tentang Susunan Organisasi dan 
Tata Kerja Badan Pem.mggulangan Benca.na Daerah Kota 
Kendari; 

WALIKOTA KENDARI, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN WALIKOTA KENDARI 
NOMOR 20 TAHUN 2022 

TENTANG 
SUSUNAN ORGANISASl·DAN TATA K.ERJA 

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA KENDARI 

WALIKOTA KENDARI 

• 
• 



5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
48281); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
PerangkaL Daerah [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
sebagairnana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagimana tclah diubah dengan Peraturan Pcmerintah. 
Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil [Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2020 Nomor 68 tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 6477); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Penanggulangan Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalaro Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Betita Negara Republik lndonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang 
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam 
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 525); 

11. Peraturan Menteri Pendsyagunaan Aparatur Negara dan 
Reforrnasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 ten tang 2021 
tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada 
Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi 
(Bcrita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
546); 

12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Pembenrukan Badan Peoanggulangan Bencana Daerah; 
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Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 
1. Kota adalah Kota Kendari. 
2. Pemerintah Daerah adalah W alikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pernerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota 
Kendari. 

3. Walikota adalah Walikota Kendari. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari. 
5. Badan Penanggulangan Bcncana Daerah yang selanjutnya disingkat 

BPBD adalah perangkat daerah Kota Kendari yang dibentuk dalam 
rangka rnelaksanakan tugas dao fungsi penanggulangan bencana, 

6. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana BPBD Kota Kendari. 
7. Bencana adalab peristiwa acau rangkaian peristiwa yang mengancam 

dan yang mengganggu keh.idupan dan penghidupan masyarakat yang 
disebabkan baik oleh faktor alarn dan/arau faktor non alam maupun 
faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan 
dampak psikologis. 

8. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau 
dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum 
pasti sebagai akibat dampak buruk bencana yang terjadi di daerah. 

9. Evakuasi adalab pengungsian atau pemindahan penduduk dari 
daerahdaerah yang berbahaya ke daerah yang aman. 

10. Satuan Peleksana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya dieingkat 
Satlak PB adalah wadah yang bersifat non stru ktural bagi 
penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Kota Kendari, 
yang berada di bawah dan bertanggungjawan kepada Walikota. 

11. Sub Koordinator adalah Jabatan Puugsional Ahli Muda yang diberikan 
tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang 
tugasnya dalam suatu satuan kerja. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN 
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN 
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA KENDARI 

13. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadj 
Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran 
Deierah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2); 

14. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Kendari [Lernbaran Daerah Kota Kendari Tahun 
20 l6 Nomor 5) sebagairnana telah diubab beberapa kali 
terakhir dengan Peracuran Daerah Kota Kendari Nomor 
11 Tahun 2020 tentang Perubahari Kedua Atas 
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembencukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 
Nomor l 1): 
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(1) Kepala BP8JJ mempunyai tugas : 
a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha 

penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, 
penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan 
setara; 

b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggu 
langan berdasarkan peraturan perundang-undangan , 

Bagi.an Kesatu 
Kepala Badan 

BAB III 
TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Pasal 4 

(1) Susunan organisasi BPBD Kata Kendari terdiri atas : 
a. Kepala; 
b. Unsur Pengarah; dan 
c. Unsur Pelaksana. 

(2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b terdiri 
atas: 
a. Pejabat Pemerintah terkait; dan 
b. Anggota masyarakat Profesional, 

(3) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri 
atas : 
a. Kepala Pelaksana; 
b. Sekretariat Unsur Pelaksana; 
c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; 
d. Bidang Kedaruratan dan Logistik; 
e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; 
L Unit Pelaksana Teknis dan Satuan Tugas (Satgas); dan 
g. Kelompok Jabatan Fungsional, 

(4) Bagan Struktur Organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam larnpiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini. 

Pasal 3 

Bagian Kedua 
Susunan Organlsasl 

(1) BPBD merupakan unsur pelaksana tugas, Iungsi, wewenangdan tan.ggung 
jawab pemerintah daerab di bidang penanggulangan bencana. 

(2) BPBD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikot.a. 
(3) BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Sadan yang aecara ex-officio dijabat 

oleh Sekretaris Daerah 

Pasal 2 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

BABII 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 
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Kepala Pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam PasaJ 6 rnenyelenggarakan fungsi . 
a. peogkoordi.nasian; 
b. pengkomandoan; 

Pasal 7 

Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas membantu Kepala BPBD daJam 
menyelenggarakan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana dan menjalankan tugas 
Kepala BPBD sehari-hari serta melaksanakan penanggulangan yang meliputi 
pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi. 

Pasal 6 

Bagian Ketiga 
Kepala Pelaksaua 

(1) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran 
kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan beocana. 

(2) Unsur Pengarah dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungei : 
a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah; 
b. pemantauan; dan 
c, evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. 

Pasal 5 

Bagian Kedua 
Unsur Pengarah 

pelaksanaan kegiatan 
tcrcncana, terpadu dan 

dan komando 

c. menyusun, menetapkan nan mengkonfirma.sikan peta rawan 
bencana; 

d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana; 
e. rnelaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada 

Walikota setiap bulao sckali dalam kondisi normal dan setiap saat 
dalam kondisi darurat bencana; 

f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; 
g. roernpertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber-sumber lain 
yang sah dan tidak mengikat; dan 

h.. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan. 

(2) Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) rnempunyai fungsi: 
a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang penanggulangan 

bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, 
efektif dan efisien; 

b. pengkoordinasian 
penanggulangan bencana secara 
menyeluruh; 

c. pernbinaan, Iasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan 
kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi 
logistik dan peralatan; dan 

d, pelaksanaan tugas lain yang diberikao oleh Walikota sesuai tugas dan 
fungsioya. 
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[1) Sekretariat Unsur Pelaksana mempunyai tugas membantu Kepala 
Pelaksana dalam mengkoordinasika.n perencanaan, pembinaan dan 
pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta 
kerjasama. 

(2) Sekretariat Unsur Pelaksana dipirnpin oleh seorang Sekretaris yang berada 
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana, 

(3) Sekretariat Unsur Pelaksana dalam rangka melaksanakan tugas 
sebagairnana dimaksud pad a ayat (1 J menyelenggarakan fungsi : 
a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, 

dan perurnusan kebijakan di lingkungan BPBD; 
b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatau.sabaan, hukurn dan 

peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan 
kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah 
ta.ngga; 

c, pembinaan dan pelaksanaan hubungan rnasyarakat dan protokol; 
d. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah 

penanggulangan bencana: 
e. pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya; 
f. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan 

bencana;dan 
g. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan baik di 

dalarn maupun diluar organisasi sesuai tugas dan fungsinya. 

Bagian Keempat 
Sekretarfat Unsur Pelaksana 

Pasal 11 

Fungsi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan 
fungsi pelaksana Kepala Pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoorclinasi 
dan terintegrasi dengan Satuan Ke{a Perangkat Daerah lainnya, dengan 
memperhatikan kebijakan penyelenggaraan, penanggulangan bencana dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 10 

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan 
fungsi Komando Kepala Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan 
sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kcrja Perangkat Daera.h 
lainnya, inst.ansi vertikal yang ada di daerah serta Jangkab-langk:ah Jain yang 
diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. 

Pasal 9 

Fungsi koordinasi sebagairnana dimakeud dalarn Pasal 7 huruf a merupakan 
fungsi koordinasi Kepala Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi 
dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di 
daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra 
bencana dan pasca bencana, 

Pasal 8 

c. pelaksana: dan 
d. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan baik di dalam 

maupun di luar organisasi sesuai tugas dan fungsinya. 
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(1) Biclang Penoegahan clan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu 
Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan 
di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta 
pem berdayaan masyarakat. 

(21 Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala 
Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 
Pelaksana BPBD. 

(3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan rangka melaksanakan iugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rnenyelenggarakan fungsi : 
a, perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan 

keaiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; 
b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, 

mitigasi clan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan 
masyarakat; 

c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di 
bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta 
pemberdayaan masyarakat . 

d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaar 
kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada 
prabencana serta pemberd ayaan masyarakat; dan 

e. pelaksanaantugas dinas lain yang diberikan oleh pirnpinan baik di 
dalam maupun di luar organisasi sesuai tugas dan fungsinya 

Pasal 14 

Baglan Kelima 
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan 

( l) Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas pengelolaan 
urusan administrasi kepegawaian dan pengclolaan administrasi urusan 
keuangan baik rutin maupun dana dekonsentrasi, 

(2) Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan sebagairnana dimaksud pada ayat 
(1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawab dan 
bertanggung jawab kepada Sekretaris 

(3) Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan dalam rangka melaksanakan 
tugas sebagaimana dimaksud pad a ayat [ l) meoyelenggarakan fungsi : 
a. pelaksanaan urusan kesejahteraan dan kepangkatan pegawai lingkup 

BPBD; 
b. pelaksanaan pengelolaan keuangan yang rneliputi anggaran, 

pembukuan clan perbendaharaan; 
c. pelaksanaan penyusunan anggaran kegiatan serta melaksanakan 

administrasi keuangan dan gaji; 
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepegawaian dan 
keuangan: dan 

e. pelaksanaao tugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan baik di 
dalarn maupun di luar organisasi sesuai tugas dan fungsinya. 

Pasal 13 • 

Sekretariat, terdiri atas : 
a. Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan; dan 
b. Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 12 

- 7 - 



(1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu 
Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan 
di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana. 

(2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala 
Bidang yang berada di bawah dan bert.anggungjawab kcpada Kepala 
Pelaksana BPBD. 

(3) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi rangka melaksanakan tu.gas 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (!) menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada 

pascabencana; 

Pasal 18 

Bagian Ketujuh 
Bldang Rehabilitasi dan Rekonstruksl 

Susunan Organisasi Bidang Kedaruratan dan Logi.stik sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 16, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 17 

( l) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala 
Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan 
penanggulangan bencana pada saat tanggap darurar dan dukunga.n 
logistik. 

(2) Bidang Kedaruratan dan Logistik clipimpin oleh seorang Kepala Ridang 
yang berada di bawab dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana 
BPBD. 

(3) Bidang Kedaruratan dan Logistik dalarn rangka melaJaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat [l) menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pad.a saat 

tanggap darurat, penanganan pengungsl dan dukungan logistik; 
b. pengkoordinasian dan peiaksanaan kebijakan di bidang 

penanggu.langan bencana pada saat tanggap darurat, penangangan 
pengungsi dan dukungan Iogistik; 

c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap 
darurat; 

d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada 
saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logisti.k; 

e. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan 
kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat langgap 
darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan 

f. pelaksanaan tugas d.i.nas lain yang diberikan oleh pimpinan baik di 
dalam maupun di Iuar organieasi sesuai tugsa dan fungsinya. 

Pasal 16 

Bagian Keenam 
Bidang Keda.ruratan dan Logistik 

Susunan Organisasi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 15 

• 
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(l) Kelornpok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
huruf b, Pasal 15, Pasal 17, dan Pasal 19, terdiri dari sejumlah Aparatur 
Sipil Negara dalamjenjangjabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai 
kelompok sesuai bidang keahliannya. 

(2) Jabatan Fungsional sebagai.mana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
sub koordinator sesuai de:ngan ruang lingkup bidang tu gas dan fungsinya, 

Paaal 23 

Jabatan Fungsional sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 21. adalah 
sekelornpok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 

Pasal 22 

Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Badan dapat dibentuk sejumlah 
kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 21 

Bagian Kesembilan 
Kelompok Jabatan Fungslonal 

(1) Satuan Pelaksana PenanggulanganBencana merupakan unsur pelaksana 
teknis operasional BPBD Kota Kendari. 

(2) Satuan Pelaksana PenanggulanganBencana dipimpin oleh seorang Kepala 
Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Pelaksana rnelalui Sekretaris. 

(3) Satuan Pelaksana PenanggulanganBencana mernpunyai tugas 
melakeanakan tugae-tugas teknis operasional berdasarkan kewenangan 
BPBD dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

( 4) Kepala Satuan Pelaksana PenanggulanganBencana diangkat oleh Walikota 
atas usu! Kepala Pelaksana, 

Pasal 20 

Bagian Kedelapan 
Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana 

Susunan Organisasi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi eebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional 

Paaal 19 

b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang 
penanggulangan bencana pada pascabencana; 

c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada 
pascabencana; 

d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan 
kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana; dan 

e. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan baik di 
dalarn maupun di tuar organisasi sesuai rugas dan fungsinya, 

• 
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Atas dasar pertimba.ngan daya guna dan basil guoa masing-rnasing pejabat 
dalam lingkungan Badan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada 
pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pasal 27 

Pasal 26 

( 1) Dalam ha! Kepala Badan berhalangan, Sekretaris melaku.kao tugas Kepala 
Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Dalarn hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Badan dapat 
menunjuk Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Sadan. 

( 1) Setiap pirnpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing­ 
masing dan apabila terjadi penyirnpangan agar mengambil langkah yang 
diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja 
bertanggung jawab mernimpin dan mengoordinaslkao bawahannya serta 
memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas. 

(3) Set.iap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan rnematuhi 
petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan 
menyampaikan laporan secara berkala, 

(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan saruan organisasi dari 
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk 
penyusunan laporan lebih Janjut dan untuk memberlkan petunjuk kepada 
bawahan. 

(5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan 
laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara 
fungsional mempunayi hubungan kerja. 

(6) Dalam melaksanakan tugsanya setiap pirnpinan organisasi dibantu oleh 
kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian 
bimbingan kepada bawahannya masing-rnasing wajib mengadakan rapat 
berkala. 

Pasal 25 

Pasal 24 

Dalarn melaksanakan tugas setiap pimpinan dan kelompokjabatan fungsional 
wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam 
lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan 
Badan serta dengan instansi lain di luar Badan sesuai dengan tugas masing­ 
masing. 

BAB IV 
TATAKERJA 

(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada pejabat di atasnya, 

(4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), membantu 
pimpinan dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, 
pemantuan dan evaluasi sorta pelaporan pada satu kelompok sub 
substansi, 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi kelompok 
sub substansi dan sub koordinator ditetapkan dengan Keputusan 
Walikota. 

• 
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Pasal 30 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal cliundangka.n. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota fni dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari. 

Ditetapkan di Kendari 
pada t.anggal, '-S - I - 2022 

AKENDARI 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peranrran Walikota Nomor 
34 Tahun 2D l l tenrang Penjabaran Tugas Pokok clan Fungai Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari 
Tahun 2011 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasa129 

Pasal28 

(l) Kepala Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul 
Sekretaris Daerah. 

(2) Pejaba1 Eselon Ill (Jabatan Administrator], Eselon TV (Jabatan Pengawas) 
di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usu! 
Kepala Pelaksana melalui Sek:retaris Daerah. 

(3) Sub Koorclinator ditetapkan oleh Kepala PeJaksana 
(4) Kepala Pela.ksana merupakan jabatan Eselon TTb atau Jabatan Pirnpinan 

Tinggi Pratama. 
(5) Sekretaris Badan dan Kepala Bidang Iingkup Badan merupakan jabatan 

Eselon IITb atau Jabatan Administrator. 
(6) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan Eselon fVa atau jabatan 

pengawas. 
(7) Sub Koortlinator merupakan Pejabat Fungsional Ahli Muda. 
(8) Kepangkatan, pengangkatan dan pernberhentian dalam jabatan 

struktural di lingkungan Badan, berpedoman pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

BABV 
PENGANGKATAN,PEMBERHENTIAN,KEPANGKATAN, 

DAN ESELONISASI DALAM JABATAN 
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